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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARY.
NOMOR 421.1/0208.a/2011

TENTANG
DIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SDIT HIDAYATULLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

Menimbang . a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Yayasan Hidayatullah Azmuna,
Alamat Desa Daren RT. 02 RW. 01 Kecamatan Nalumsari Jepara
Nomor 05/0P/SDIT/HID/II/2011, Tanggal 1 Maret 2011 perihal
permaohonan ijin pendirian SDIT Hidayatullah;

b. bahwa berdasar Surat Camat Nalumsari Nomor 451.2/175/2011
Tanggal 29 Maret 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi/ljin Operasional
Sekolah Dasar Islam Terpadu Hidayatullah Desa Darer;

. bahwa berdasar Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan Nalumsari Nomor 890/039 Tanggal 28 Maret 2011 Perihal
Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian SDIT Hidayatullah;

d. bahwa berdasar Surat Petinggi Desa Daren Kecamatan Nalumsari
Nomor 140/10/K/VI/2011 Tanggal 1 Maret 2011 Perihal Permotanan ljin
Operasional Pendirian SDIT Hidayatullah;

e. bahwa berdasar hasil penilaian dan verifikasi Tim Verifikasi Ijin Pendiran
dan Penyelenggaraan Operasional TK, SD/SDLB Kabupaten Jepara
Tahun 2011; v

f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, ¢, d dan e diatas
dipandang perlu éGitetapkan dengan Keputusan Bupati Jepara.
L]
Mengingst : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahin
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Urdang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang S'stem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuy 2003 Nomor 7¢
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1. Undang  Undong Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Dacral)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambab.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tel. h
beberapa kali diubah terakhir dengan Wndang = Undang Momer 172
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nemar 32
Tahun 2004 tentang Pemeriniah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negarz Re ublik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang = Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Cosen
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tamis *han
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang ~ Undang Momor .14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
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7. Poraturan Pemormtah Nemor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4);

8. Peraturan Pomerinteh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusa:
Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provingi  din
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara epu.hik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Feounlik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wa'ib Belajar
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Terbatan
Lembaran Negara Republi< Indonesia Nomor 4863);

10, Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penc'anaan
Penaidikan (Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 2008 Nomer 91
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864),

; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 teptang Pengelolaan dan
Penyelengyaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
! 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia “omor
4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 66
! Tahun 2010 tantang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nemo 17
! Tahun. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendid kan
! (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 112 Tambanan
i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nemor 15 Tahun 2005 tentang
Fencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 = 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Memor 18 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomer 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan, Pemerintah Daerah Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nemor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor d);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan  Pendidikan (Lembaran Deerah
Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011);

16, Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabarar* Tugas
dan Fungsi Dinas “endidikan Pemuda don Olah Raga Kabupaten Jepéra,

— -

-

17, Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabu aten
Jepara Nomor +121.1/0044 Tanggal 7 Maret 2011 Tentang Pembentukan
Tim Verifikasi [jin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK, SD/SDLB
Kabupaten Yopara Tahun 2011,

MEMUTUSKAN
Menctapkan
PERTAMA © Memberikan ijin kepada :
Nama Yayauan/Lembaga @ Yayasan Hidayatullah Azmuna
Alamat i Desa Daren RT. 02 RW. 01 Kecamatan

Nalumsari Kabupaten Jepara.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Sekolah Dasar, mulai
Tahun Pelajaran 2011/2012, pada

Nama Sckolah 1 SDIT Hidayatullah
Alamat : - Ds. Daren RT, 02 RW, 01 Kecamatan
Nalumsari Kabupaten Jepara

KEDUA ........,...
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tugas dan langgungjawab terhadap penyelenggaraan Sekutah Dasar tersebut
pada diktum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pe'aksanaan
apetasional pembolajaran sesun 8 (delapion) Standar Nasional Pandidikan,
v el

slevelon is;

standar proses;

standar kopetensi lulusan;

standar pendidik dan tenaga kependidikan;

standar sarana dan prasarana;

standar pengelolaan,

standar pembiayaan; dan

standar penilaian pendidikan

BNO WA W —

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada
Sekolah Dasar tersebut pada diktum KEDUA, maka perijinan tersebut
diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku;

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya; ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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